
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(4] Peraturan Menteri Pekcrjaan Umum Nomor
06/PRr/M/2007 tentang Pedomen Umum Rencnna
'!'ata Bangunan dan Lingkungan, pcrlu mcnetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Kawasan 3 llir;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang

Penetapan Undang-undang Darumt Nomor 4
Tahun 1956 [Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-undang Darumt Nomor
6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 'rabun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat n termasuk Kotapraja, daIam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
sebagal Undang-undang (Lembaran Ncgara
Republilc Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-UodangNomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedwlg (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, TamballaD
Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor
4247);

3. Undaog-UndangNemer 26 Tahun 2007 tcntang
Penataan Ruang (Lembaran Negaro Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tamballan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4846);

WALIKOTA PALEMBANG,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LlNGKUNGAN

KAWASAN 3 ILLR

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANO

NOMOR ~2. TAHUN 2015

WAUKOTA PAL£:iIJIBANG
PROViNSI SUMATERA SELATAN

Mengingat

Menimbang



Pasal I
Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan:

I. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah WalikoLa Palernbang,

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan
ruang udara sebagai satu kesaeuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
hidup d3J.' melakukan kegiatan scrra memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanIaatan ruang, baik
direncanakan maupun tidak direncanakan.

6. Penotaan Ruang adalah prcsee pcrencanaan Lata ruang, pemanIootan
ruang.dan pengendalian ruang.

7. Rcncana Tata Ruang adnlah hasil perencanaan strukrur dan pola
pernanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pernanfaatan
ruang adalah susunan 'uneur-unaur pembentuk lingkungs n seeara
hirorkis dan saling berhubungan satu dcngan lainnya, sedangkan yang
dhnaksud dcogan polo. pemonfaatan ruang adalab tata guna tanah, air,
udara, dan sumber daya aJam lainoya dalam wujud penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber duya warn
lainnya.

BABI
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA
.BANGUNANDAN LINOKUNGANKAWASAN3 ILIR

Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara
RcpubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Lelah
diubah beberapa kali, Lerakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tabun 2015 rentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2015 Nomar 58, Tambahan Lembnran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekcrjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 tentang Pcdoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012
tcntang Rcncana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
KOla Palembang Tabun 2012-2032 [Lernbaran
Dacrah Kola Palembang Tabun 2012 Nomor 15);



8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalab
Rencana Tuta Ruang Wilayah Kola Palembang.

9. Wil.ayoh udalnh ruang yang merupakan kesaluan geografis bcscrta scgcnap
urrsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditenrukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek fungsionaJ.

10. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya
ditcntukan berdasarkan aspek fungsionol serta memiliki ciri tertentu.

I I. Rcncana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjumya disingkat R1'BL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penaiaan
bangunan dan Iingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program
bangunan dan tingkungan, rencana umum dan pandunn rancangan,
rencana irrvestaai, ketentuan pengendalian rencana, dan pcdoman
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelnksanaan
pengembangan Iiogkungan/kawasan.

12. Rencana Tala Bangunan dan Lingkungan Kawasan 3 Uir, yang sclanjumya
disingkat RTBL Kawasan 3 llir adalah panduan bangunan Kawasan yang
dimnkeudkan untuk mengendalikan pcmanfaatan ruang. penataan
bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketenruan
program bangunan dan lingkungan, rencana, umum den panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan KawaSElJ1
Pemerintahan KotaPalembang.

13. Program Bimgunan dan Lingkungan adaJah penjabaran lebih lanjut dari
perencanaan dan peruntukan laban yang telah ditetapkan untuk kurun
waktu tertentu yang memuat jenis, jurnlah, besaran, dan luasan bangunan
gedung serta kebutuhan ruang lerbuka hijau, fasllitas urnum, fasilitas
sosial, prasarana akseslbllitas, sarana pencahayaan dan sarana
pcnyehatan Iingkungan, baik berupa penatnan praeerana dan. eerana yang
sudah ada maupun baru.

14.Rencana Urrnrmdan Panduan Rancangan ad~all ketenruan-ketentuan tata
bangunan dan lingkungan pada suaru lingkungan/kawasan yang memuat
rencana pcrunrukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana
tapak, rencana ststem pergerakan, rencana akseaibilltas Iingkungan,
rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual
bangunan, dan roang terbuka hijau.

15. Rencana Investael adlllah rujukan bagij para pemangku kepentingan untuk
rnenghitung investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi
kcsinambungan pcnLahapan pclaksanaan pcmbangunan.

16.Ketentuan Pengendalian Rencana adalah kctenruan-ketenluan yang
bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja
maupun kelembagaan ke.rja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL
dan pelaksanaan penataan SU3tu kawasen.

17. Pedornan Pengenda1ian Pelaksanaan adalnh pedoman yang dimaksudkan
untuk mengamhkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan
kawasan yang berdasarkan dokumen RTBt-, dan memandu pengclolaan
kawasan agar dapal bcrkualitas, meningkal, dan berkelanjutan.



18. Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang
berperan penning dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahanj tata
gunn lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan
tertentu berdasarkan ketentuan dalam rcncana tata ruang wilayah.

L9.lnlensitas Pernanfaatan Laban adalah tingkat alokasi dan distribusi luas
lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.

20. Kocfisieu Dasar Bangunan yang sclanjumya disingkat KDB adalah angka
presentase pcrbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung yang dapat dibangun dan luas Iahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuusai.

21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adaJah
perbandingan anrara luas lantai bangunan dengan tuas tanah.

22. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah
perbanclingan minimal yang dujinkan antara luas dasar pcnghijauan yang
ada di tapak dengan luas tapak.

23. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggarnan bangunan gedung
beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, mcllputi berbagai
aspek terrnasuk pembentukan citra/karakter fisik Iingkungan, besaron,
dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kavelingj'petak lahan,
bangunan, serta ketinggian dan elevaei lantai bangunan yang depat
menciptakan dan mendefinisikan bcrbagai kualitas- ruang kota yang
akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, tcrutama yang
bcrlangsung dalam ruang-ruang .publik

24. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya dsingkat GSB adalah garia
pada, halaman pekarangan bangunan yang c1itarik sejajar dan garis as
jalan, tepi sungai atau as pager dan merupakan betas antara
kav.ling/pe1<arangan yang bolch c1ibangun dan yang tidak boleh dibangun.

25. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan ranah, climana
bangunan tersebut c1idirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.

26. Sistim Jarirtgan .Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang
terkait antara jenis-jenia hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan
perencanaan Galan lokaJ/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui,
baik masuk dan keluar kawasan, .maupun masuk dan keluar kaveling.

27. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adaJah raucangan sistem aTUS

pergerakan kendaraan, formal, yang dipetekan pada hiraki/kelas jalan yang
ada pada kawasan perencaneen.

28. slstern Sir:kulasi Kendaraan Pribadi adaJah rancangan aistem. arua
pergerakan bag; kendaraan pribadi eesuai dengan hirarki/kelas jalan yang
ada pada kawasan perencanaan.

29. Sistern Ruang Terbuka dan Tala Hij9U merupakan komponen rancangan
kawasan, yang tidnk sekcdar terbentuk sebagai elemcn tnmbahan ataupun
elemcn sisa setelah proses rancang araitekrural diselesaikan, mela.ink~n
juga diciptakan sebagai bagian integral dan suatu lingkungan yang lebili
IUBs.

30. Tata Kllalims Lingkungan merupakan rckayasa elemen-clemen kawasan
yang sedcmikian rupa, sehingga lcrcipta suatu kawasan alau. sub area
dengaJl sistem lingkungan yang informative, berkaraklcr khns, dan
memiliki onenlasi tcrtcnru.



Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

PasaJ 3

(1) Ruang lingkup Peraturan WaJikota ini udalah RTBL Kawasan 3 I1ir yang
meliputi identiflkasi kawaean perencanaan, penyusunan program
bangunan dan Iingkungan, penyueunan rencana umum dan pan.duan
rancangan, penyusunan rcncana investeal, pcnyusunan pand~an
pengcndalian pelaksanaan, serta penyusunan program peLtgendahan
pelaksanaan.

(2) Pemturan wallkota ini dilengkopi dcngan album peta, iluatrasi,
sebagaimana tercanrum dalam Lampimn yang merupakan bagian tidak
torpisahkan dari Peraruran Walikota ini.

BAB III
RENCANA1'ATA BANGUNAN DAN LINOKlJNGAN

BABIl
MAKSUD DANTUJUAN

Pasal2
(I) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah unruk menjadikan RTBL

Kawasan 3 llir- sebagai panduan rancang bangun lingkunganJKawasan
guna mengendalikan pernanfaatan ruang, penataan bangunan dan
lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuen program bangunan dan
lingkungan, rcncana umum dan panduan rancangan, rencana investaai.
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan Jingkungan/kawasan pernerintahan Kola.

(2) Tujuao dan Peraruran Walikota ini adalah untuk menjadikan RTBL
Kawasan 3 !lir sebagai acuan pengendali pembangunan dalam
penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk wilayah 3 Ilir
agar dapat memcnuhl kriteria perencanaan tala baogunan dan lingkungan
yang berkelanjutan.

31. Sistem Praearana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik
suaiu lingkungan yang pengadaannya mcmungkinkan suatu linglrungan
dapat beroperasl dan bcrfungsi sebagal mana mestinya.

32. Spot adalah area yang menjadi bagian dari suatu kawasan dan diijinkan
unruk dilakukan pcnataan dan pcmbangunan dalam menunjang
perkembangan kawasan,

33. Blok adalah bagian terkecil dari Kawasan PerencanaanKawasan
Pcmerintahan yang mcmiliki batasan dclincasi dan Juasan tertentu yang
dibuatkan panduan raneang bangun linglrungannya.

34. Peran SertaMasyaraka! adalah kctcrlibatan masyarakat sccara sukarela di
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kepurusan dari/atau
kebijakan yang bcrdampak Jangsung terhadap kehidupan masyarakat pada
sctiap tahap kcgiatan pcmbangunan (pcrcncanaan, pcrancangan,
impJementasi dan evaluasi].



.Pasal6
(1) Blok 1 Kawasan Plaza Sultan Agung (Makam Kawah Tengkurap - Makam

Sultan' Agung), diperuntukkan sebagai permukiman, perdegangan jasa,
peribadatan, konservasi bangunan, konservasi waterfront, perkantoran,
daerah hijau, taman dan fasilitas umum.

(2) Blok 2, Kawasan Komplek Makam Sabo Kingking, di.peruntukkan sebagai
permukiman, perdagangan, jasa, pendidikan. penbadatan, konservasi
bangunan, perkantcran, daerab hijau, taman dan Iaailitas umum.

(3) Sink 3, Kawasan Komplek MakaJD Ki Gede Ing Sura, diperuntukkan
sebagai permukiman, pendidikan, peribadatan, konservast bangunan,
daerah hijau, taman dan Iasilitaa umum.

Bagian Kcsatu
810k Pengembangan Kawasan

BABV
RENCANA UMUM

PasalS

Visi yang ingin dicapai dan di.wujudkan dalam pengembangan Kawasan
adalah:"Mewujudkan Kawasan yang bernilai Sejarah Buday" tinggi sebagai
bagian perkembangan kata yan~ berbasie sungai/ waterfront"

BABIV
VISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

(3) Peta batesan lokasi perencanaan dapat dllihat di Lampiran 1. Pcta
Oclincasi Area Perencanaan Peraturan Walikota Uti.

a. sebelah Urara bcrbatasan dcngan Kelurahan 2 lIir dan
Kelurahan Sungai Buah;

b. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lawang
KiduJ;

c. sebelah Selatan berbatasan dcngan Sungai Musi ; dan
d. scbelah Tirnur berbatasan dengan Kelurahan 1 lIir.

Pasal4

(1) Batas lokasi perencannan RTBLKawasan 3 llir adalah wilayah Kelurahan 3
lllr Kccamatan Ilir Ttmur II, KOla Palembang, Provinsi Sumatem Selalan.

(2) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan 3 lIir Kota adalah :t 4,6 Ha dan
secara geografis terletak dcngan batas kawasan perencanaan sebagai
berikut:

Bagian Kedua
Batasan Lokasi Kawasan



Tinggj Bangunan : 12 meter

: 40"..1. - 60%
: 80%- 120%

KDB
KLB

Tinggi Ballgunan : 12 meter

c. Jasa

: 50"..1. - 75%
:75%-100%KLB

Tinggi bangunan : 12 meter

b. pcrdagangan

1<OB

:20%-60%
: 40%-120%

KDB
KW

Pasa!8
(1) lntensitas pemanJaatan lahan Blok 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasa!

6 ayal (1) ditctapkan scbagai berikut:

R. permukiman

Bagian Ketiga
Intensitas PemanJaatan Laban

Pasal 7
(1) Struktur peruntukan lahan Blok 1 sebcgctmanadimaksud dalam Pasa!6

ayaL (1) adalah:

a. membentuk kawasan tinier tepian Sungai Musi untuk mewujudkan visi
waterfront; dan

b. menciplakan pedestrian mall yang mcrupakan jaJur pedestrian yang
tcrletak diantara bangunan rradisional (rumah limas dan rumah gudang)
dengan Sungai Musi yang nantinya akan membenruk terna sebagai open
space, jalur hijau, dan wisata/rckreatir.

(2) Su-uktur pcruntukan lahan Blok 2 scbegalmena dimaksud dalam Paw 6
ayat (2) adalah:
Q. menciptakan pedestrian mall yang berupa jahtr pedestrian eli antara

bangunan tradisional Palembang berupa rumnh limns di kanan kiri
jalan; dan

b. polo pergerakan altcmaLif yang menghubungkan antar area di luar
kawasan rencana sebagai pilihan pergcmkan selain jalur utama (Jalan
Yes Sudarso - Jalan RE Martadinata).

(3) Struktur pcruntukan lahan Blok :I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) adalah:
a. pusat aktvitas baru sebagaitarikan pcrgemkan masyarakat; dan

b. penataan menyeluruh sebagai "magnet" baru kawasan yang narninya
pusat tarikan barn menjadi aktivitas re1egius dan pariwisata.

Bagian Kedua
Struktur Peruntukan Lahan



: 80% - 140%
1'inggibangunan : 12 meter

: 40 % -700/0

KLB

2) Inlensitas pemanfaatan lahan Blok 2 sebagairnana dimaksud dalam PasaJ
6 ayat (2) ditetapkan scbagei berikut;

9. pennukiman
KDB

1'inggiBangunan : 12 meter

: 30%- 60%
: 60% - 1200/0

1'inggiBangurum : 12 meter
j. Iasilitas umum

KDB
KLB

:0010-10%KLB

Tinggi Bangunan : 12 meter
h. daerah hijau

KDB :0%- 5%
KLB : 0% - IOOA>
Tinggi Bangunan : 12meter

I. open space atau taman
KDB : 0010- 5%

KDB

KLB
: 400A>- 600/0
: 80%- 120%

1'inggiBangunan : 12 meter
g. perkantoran

: 10%-300'{'
:20%-60%

KDB

KLB

1'inggiBangunan : 12 meter
c. konservasi bangunan

KDB : 20% - 40%
KLB : 20% - 400A>
1'inggiBangunan : 12meter

r. konservasi waterfront

: 200A>• 50%

: 20% - 500A>

d. peribadatan

KDO

KLB



: 40% - 60%
: 80% - 1200/.
: 12 meter

KDB

KLB
Tinggi bangunan

Tillggi Bangunan : 12meier
3) lntensitas pernanfaatanlohon Blok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 nyat (31diietapkan scbogoi berikut:
8.. permukiman

: 30%-60%
: 60%- 120%

Tinggi Bangunan : 12meter
k. fasilitas umum

KDB
KLB

: 0"/0 - 5%KLB

Tinggi Bangtrnan : 12 meter
h. open space atan taman

KDB :0%-5%

:0%-5%
: O"k - 5%

rings; Bangunan : 12 meter
g. daerah bijau

KDB

KLB

: 20%-40%
: 40"..1, - 80%

Tingg]Bangunan : 12meter
f. kouscrvasi bangunan

KDB

KLB

: 40% - 60"4
: 40"4 - 60%

Tingsi Bangunan : 12meter
e. Peribadatan

KDB
KLB

:80%- 120%
: 40"4 - 60%

Tinggi Bangunan : 12meter
d. Pendidikan

KDB

KLB

: 50% - 80%
: 100%-160%

Tingg] Bangunan : 12meter
c. Jasa

K[)B
KLB

: 50%-80%
: 100% - 160"'{'

b. perdagangan
KDB

KLB



PasaJ9

Komponen penataan bangunan pada Kawasa.n 3 llirmeliputi:

a. pengaturan Blok lingku.ngan, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam
kawasan menjadi blok don jalan, dimana blok terdiri atas petak
lahanj kaveling dengan konfigur asi tcrtcntu yang rerdiri atas:
1. bentuk dan ukuran Blok;
2. pengelompokan dan konligurasi Blok; dan

3. Ruang TerbukadnnTala !lijau;
b. pengaturan knvelingypetak lahan, yoitu perencanaan pembagian laban

dalam blok mcnjadi sejumlah ltavling/ petak lshan dengan ukuran,
bcntuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu yang tcrdiri alas:
1. bentuk dan ukuran kaveling;
2. pengclompokan dan konfigurasi Kaveling;

3. Ruang Terbuka dan Tate. Hijau; dan

Bagian Keempal
Tala Bangunan

:0%-5%
:0%-5%

: 12 meter

KDB

KLB
Tinggi Bangunan

f. open space atau Laman

b. Pendidikan

KDB : 40% - 6()o~
KLB : 80% - 120%
Tinggi Bungunan : 12 meier

c. Peribadatan

KDB :40%-60%
KLB : 40% - 6()0~

Tinggi Bangunan : l2 meter
d. konservasi bangunan

KDB : 20%- 40%
KLB :20%-40%
Tinggi Bongunan : 12 meter

e. dacrah hijau

KDB :0%-5%
KI.B :0%-5%
Tinggi Bangunan : 12 meter



Pasal 10

Penataan bangunan pada Kawasan 3 lIir mempcrtimbangkan pri.nsip yang
rneliputi:

a. secara fungsiooal, meUpuLi:
L.optirnalisasi dan eflsiensi;
2. kejelasan pendellnisian ruang yang diciptakan;
3. keragaman fungsi dan aktivitas yang diwadahi;

4. skala dan proporsi rua.ng yang berorientasi pada pejaJan kaki;

5. Ilcksibilitas;
6. pola bubungan/ kouektiviras;

7. kejelasan orientasl dan kontinuiias;

8. kemudaha.n Iayanan; dan

9. mcnghindari eksklusivitaa.
b. secara fisik dan non fisik, meliputi penataan:

I. pola, dimensi, dan standar umum;

2. esrenka, karakter dan citra (image) kawasan;

3. kualitas fisik; dan
4. ekspresi bangunan dan Iingkungan.

c. dari sisi lingkungan, mcliputi:
I. kescimbangan kawasan perencanaan dcngan sekitar;
2. keseimbangannya dcngan doya dukung Iingkungan;

3. kelestarian ekolcgis kawasan: dan
4. pembcrdayaan kawasan.

4. pengaturan bangunan, yaitu pcrencanaan pengaturan massa
bangunan daJam blok/kaveling yang terdiri atas:

a) pcngelompokan bangunan;
b) Ictak dan orientasi bnngunan;

c) sosok massa bangunan; dan

d) ekspresi arsitektur bangunon.

c. pengaturan ketlnggian dan elevos! Inntai bangunan, yauu perencanaan
pengnruran ketinggian dan elevasi bangunan baik pada skala bangunan
tunggal rnaupun kelompok bangunan pada lingkungan yang Icbih makro
(blok/kawasaIl) yang terdiri atas:
1. keLi.nggian bangunan;

2. komposisi garis langit bangunan;

3. ketinggian lantai banguna.n.



Bagian Kecnam
Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 12
(1) Sistem ruang terbuka umum, yalru ruang yang karakler fisiknya terbuka,

bebas dan mudah diakses publik karena bukan milik pihak tertenru.

Pasal II
(I) Sistem jaringan jalan dan pergcrakan, yaitu rancengnn sistem pergerakan

yang terkait, antara jenis jenis bierarki/ kola. jalan yang tersebar pada
kawasan perencanaan (jalan arteri, kotektor dan jalan lingkungonjlokal)
dan jenis pergcrakan yang melaluinya, baik masuk dan keluar kawasan,
rnaupun masuk dan kcluar kaveling.

(2) Sistem sirkulasi kendaraan umum, yaitu rancangan sistern arus
pergerakan kendaraen umum formal, yang dipetakan pada h.ierarkifkelas
jalan yang ada pada Kawasan perencanaan.

(3) Sisrcm sirkulasi kendaraan pribadi, yaitu raneangan sistem arus
pergerako.n bagi kcndaraan pribadi sesuai dengan hirarkijkelas jalan
pada Kawasan perencanaan.

(4) Sistem sirkulasi kcndaraan umum informal setempat, yairu rancangan
sistem arus pergerakan bagi kendaraan umum dan sektor informal,
seperti ojek, becak, andong, dan sejenisnya, yang dipetakan pads
hierarkijkelssjalan yang ada pada Kawasan perencanaan.

(51 Sistcm pergerakan transit, yairu rancangan sistem perpindahan arus
pergerakan dari dua atau lebih moda transportasi yang bcrbcda, yang
dipetakan pada hicrarki/kelas jalan yang ada pada Kawasan
pereucanaan.

(6) Sistem parkir, yaitu rancangan sistem gerakan arus masuk dan keluar
kaveling atau grup kaveling untuk parkir kendaraan di dalam internal
kaveling.

17) Sistem perencanaan jalur servis I pelayanan Iingkungan, yaitu -rancangan
sislem arus pergerakan dati kendaraan servis (seperti pengangkut.
sampah, pengangkut barang, dan kendaraan pemadam kebakaran) dan
suatu kaveling atau blok Iingkungan tortcutu, yang dipetakan pada
hierarkij kelas jalan yang ada pada Kawesan .perencanaan.

(8) Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, yairu rancangan sistem arus
pejalan kaki [termasuk penyandang cacat dan lanjut usia) dan pemakai
sepeda, yang khusus disediakan pada Kawasan percncanaan.

(9) Sistem jaringan jalur penghubung terpadu, yaitu rancangan sistem
jaringan berbsgai jalnr penghubung yang mcmungkinkan menembus
beberapa bangunan atau pun beberapa kaveling tertentu dan
dimanfaalkan bagi kepcntingan jalur publik di daerah dengan intensitas
kegiatan tinggi dan bcragarn, seperti pede. area kcmeraial Lingkungan
permukiman atau area fungsi campuran.

(10) ststem parkir, yaitu raneangan sistcm gerakan arus masuk dan kcluar
kaveling atau grup kaveling untuk parkir kendaraan di dalam internal
kaveling berupa kantong-kantong parkir.

Bagian Kclima
Rencana Sistem Sirkulasi, JaJur Penghubung dan Parkir



Bagian Ketujuh
Tata Kualitas Lingkungan

Pesal 13
(1.) Konsep identitas Iingkungan. yaitu peraacangan karakter suaru

lingkungan yang dapat diwujudkan melalul pengaturan dan perancangan
eJemen fisil< dan nonfisik lingkungan atau sub area tertenru yang terdlri
alas:
a. tata karakter bangunanjlingkungan, yaltu pengolahan elemen-.eleman

Iisik bangtll19n/lingkungan untuk mengarahkan atau memben tanda
pengenal suatu Jingkungan/bangunan, schingga penggun~ dapat
mengenali karakter lingkungan yang dikunjungi atau. dil~umya
aehingga memudahkan pengguna kawasan untuk beroricntasi dan
bcr-strjcutcst;

(2) Sistcm ruang tcrbuka pribadi, yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka
tapi terbatas, yang hanya dapat diakses oleh pemilik, pengguna atau
pihak tertenru.

(3) Sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, yaitu ruang
yang karakter fisiknya terbuka, serta bebas dan mudah diakses oteh
pubUk meskipun rnilik pihak rertenru, karena telah didcdikasikan untuk
kepentingan publik sebagal hasil kesepakatan antara pemilik dan pihak
pengelolajpemerintab dacrah setempat, di mana pihak pemilik
mengizinkan lahannya digunakan untuk kepentingan publik, dengan
mcndapalkan kcmpensasi berupa insentifjdisinsentif tertentu, tanpa
mengubah status kepemilikannya.

(4) Sistem pepohonan dan tara hijau, yaitu polo. penanaman pohon yang
disebar pada ruang tcrbuka pubUk.

(5) Bentang alarn, yaitu ruang yang karaktcr Iiaikrrye terbuka dan terkait
dcngan area yang dipergunakan sebeaar-besamya untuk kepentlngan
publik, dan pemanfaatannya sebagai bagian dan alarn yang dilindungi
yang diperuntukkan untuk kawasan:

B. pantai dnn lout, sebagai batas yang melingkupi tepian kawasan.
mcncntukan aunosfir dari suasana kehidupan kawasan, serta dasar
penciptaan pola rata ruang;

b. sungai, sebagai pembentuk koridor ruang tcrbuka;

c. lereng dan perbukitan, sebagai potensi pemandangan luas; dan

d. purrcak bukit, sebagai titik peneruu arab orientasi visual, serta
memberikan kemudahan dalam mencntukan arah (tengaran alam).

(6) Area jalur bijau. yaitu salah eatu ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai area preservasi dan tidak dapat dibangun. Pengaturan ini untuk
kawasan:

a. sepanjang sisi dalam Dacrah Milik JaJan;

b. sepanjang bantaran sungai;
c. sepaujang sj~ikin kanan jalur kereta;
d. sepanjang area di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;

e. jaJur hijau yang dipenmtukkan sebagai jalur taman; dan
f .Kota atau hutan KOla, yang merupakan pembatas aiau pcmisah suatu

wilayah.



l"J -:;srsten janngan listrik, yaitu ststem jaringan dan diatribusi pelayanan
penyed.iaan daya listrik dan jaringan sambungan listrik bag; penduduk
suatu Iingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi cperastonalisasi
bangunan atau lingkungan, dan tcrimegrasi dengan jaringan instaJasi
listrik makro dan wilayah regional yang lebih luas.

Bagian Kedelapan
Sistem Prasarana dan tjtilitas Lingkungan

Paw 14
(I) Sistem jaringan air bersih, yaitu sistern jaringan dan distribusi pelayanan

penyediaan air bagi penduduk auatu lingkungan, ~ang mcmenuhi
pcrsyararen bagi cperaeionaliaasi bangunan aiau ~~kungan,. dan
teriruegrasi dengan jaringan air bersih sccara makro dan wileyah rcgicnet
yang I.bill luas.

(2) Sistem jaringan air Iimbah dan air kotor, yaitu sistem jaringan dan
distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumab
iangga, lingkungan komcrslal, perkantoran, dan bangunan "unum
lainnya, yang berasai dari marrusta, binatang atau lumbuh-~mbuhan,
unruk diolah dan kemudian dibuang dcngan cara-cara sedem.ku:,.n rupa
sehingga aman bag; lingkungan, termasuk di dalamnya buangan mdustri
dun buangan kimia.

U. lata penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemcn-eteman Iisik
bangunan/lingkungan untuk mernpertegas identitas atau penamaan
suutu bangunan sebingga penggunn dapal mengenali bangunan yang
menjadi tujuannya; dan

e. tata kegiatan pcndukung secara formal dan informal, yaitu pengolahan
seeara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari
uktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/ bangunan, unruk
menghidupkan int ..raksi .osial dari para pcmakainya.

(2) Konsep crientaai Iingkungon, yo.itu peroneangan clemen fisik dan nonfisik
guna mcmbentuk lingkungon yang informatif sehingga mcmudahkan
pemakai untuk beroricntssi dan bersirkulasi yang terdiri atas:

a. sistem rata informaai, yaitu pcngolahan elemen fisik di lingkungan
untuk menjelaskan berbogai informasljperunjuk mcngcnai tempat
tersebut, sch.ingga mcmudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya
terhadap lingkungannya; dan

b .• istern tala rombu pengaroh., yaitu pcngolahan elemen fisik di
lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan beroricntasi
baik menuju maupun dan bangunan atau pun area lujuannyo.

(3) Wajah jalan, yaitu peroncongan elernen Iisik dan nonlisik guna membentuk
lingkungan berskala manusia pemakainya, pada suatu ruang publik
berupa ruas jalan yang akan memperkuat karokter suatu blok
peroncangan yang lebih besar yang terdiri alas:
a. wajah penampangjaian dan bangunon;

b. perabor jalan;
c. jaJur dan ruang bagi pejaJan kaki;

d. taia hijau pada penampang jalan;
e. elemen tata infonnasi dan rambu pengaroh. pada penampangjalan; dan

f. clemen papan reklame komersial pada penampangjalan.
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BABIX
KETENTIJAN PENUTUP

PasaJ 18
Perutumn Walikota inimulai bedaku pada tanggIll diundangkarL

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintnhkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dcngan penempatannya d8.tam Berita Oacrah Kota
Palcmbang.

Pasal17
(I) PengclolaKawasan 3 tlir adalah Pemcrintah Kota.
(2) Sesuai tugas pokok dan Iungsi, instansi yang menglltur uruean perljinan

adalah Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu.
(3) Pengclolaan Kawasan 3 Ilir mcocakup kegiatan pemellharaan etas

investasi fisik yang telah tcrbangun bescrta sega1a aspek non fislk yang
diwadahinya. kegiatan penjaminan, pengclolaan operasionai,
pemanfaaran, rehabilltasi/pemba.ha.ruan serte pelayanan dari eeet
properti lingi<ungllD/Kawasan.

BABvm
PEDOMAN PENOENDAUAN PELAKSANMN PENGELOLAAN KAWASAN

(2) RTBL merupekan ketenruan yang mengatur (entang persyomtan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan diSUSUDuntuk
setiap Blok.

(3) Dalamproses mendapalkan izin mendirikanbangunan di Kawasan3 Ilir,
maka pemohon wajibmcngnjukan ket.emnganrencana kota sebagai cIasar
untuk mcnyusun rencana tata Ictak bangunan sebagaimana yang
tereantumdalamrencana umumdan panduan mocangan.


